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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku "Manajemen Pelayanan 

Publik: Konsep, Kebijakan, dan Inovasi" ini dapat hadir di hadapan 

pembaca sekalian. 

Pelayanan publik merupakan urat nadi penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik . 

Kebutuhan manusia yang amat beragam mulai dari pengurusan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan, hingga layanan air bersih 

dan listrik menuntut pemerintah untuk senantiasa meningkatkan 

kualitas pelayanannya . 

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai manajemen pelayanan publik, mulai dari 

fondasi konseptual hingga implementasi kebijakan dan inovasi di 

lapangan. Secara garis besar, pembahasan dalam buku ini mencakup 

enam bagian pokok. Pertama, konsep dasar manajemen pelayanan 

publik, yang meliputi teori manajemen institusi publik, lingkup dan 

corak pelayanan, serta dimensi dan kualitas pelayanan publik. 

Kedua, kajian normatif implementasi kebijakan pelayanan publik di 

Indonesia, yang mengupas maksud, tujuan, asas, ruang lingkup, 

organisasi penyelenggara, hak dan kewajiban, serta peran serta 

masyarakat dalam pelayanan publik. 

Ketiga, isu dan inovasi manajemen pelayanan publik, yang 

membahas berbagai tantangan, potret buram pelayanan, serta arti 

penting inovasi dan pengalaman praktik baik di berbagai daerah. 

Keempat, kunci sukses manajemen pelayanan publik, yang mencakup 

pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan, etika dan 

profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi informasi. 
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Kelima, pelayanan administrasi kependudukan sebagai salah satu 

bidang strategis. Keenam, pelayanan prima dan standar pelayanan 

minimal daerah di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan umum, dan perlindungan masyarakat. 

Perubahan paradigma pelayanan publik dari pendekatan 

birokratis menuju pendekatan yang lebih responsif dan partisipatif 

menjadi salah satu isu sentral yang diangkat . Inovasi tidak lagi 

dipandang sebagai pilihan, melainkan keniscayaan agar pelayanan 

publik tidak terjebak dalam stagnasi kinerja. Sebagaimana ditegaskan, 

inovasi merupakan "mesin" perubahan untuk mewujudkan kemajuan 

dan kesejahteraan bangsa . 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan bagi mahasiswa, dosen, aparatur sipil negara, 

dan seluruh pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam dunia 

pelayanan publik di Indonesia 
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek paling penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan modern. Keberadaan pemerintah 

pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai bentuk layanan 

yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan 

publik. Dalam konteks negara demokratis, pelayanan publik tidak 

hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan administratif warga 

negara, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 

Perkembangan lingkungan strategis yang ditandai oleh kemajuan 

teknologi informasi, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, 

serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas telah mengubah 

ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah. Masyarakat saat ini tidak lagi hanya menuntut pelayanan 

yang tersedia, tetapi juga menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, 

responsif, transparan, dan mampu memberikan kepastian. Kondisi 

tersebut menuntut organisasi publik untuk terus melakukan 

pembaruan dalam sistem pengelolaan pelayanan agar mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan 

dinamis. Di Indonesia, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik 

menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang 

dilaksanakan secara berkelanjutan. Berbagai kebijakan telah 

diterbitkan untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik, termasuk 

pengaturan mengenai standar pelayanan, mekanisme pengaduan 

masyarakat, pengukuran kepuasan pengguna layanan, serta 

pengembangan pelayanan berbasis digital. Kehadiran berbagai 

regulasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak lagi 

dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai 

proses strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas tata 

kelola pemerintahan dan daya saing bangsa.  

Dari perspektif akademik, pelayanan publik merupakan bidang 

kajian yang bersifat multidisipliner karena melibatkan aspek 

administrasi publik, manajemen, kebijakan publik, hukum 
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administrasi negara, teknologi informasi, hingga ilmu sosial. Oleh 

karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar manajemen 

pelayanan publik menjadi fondasi penting bagi mahasiswa, akademisi, 

praktisi pemerintahan, maupun para pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. 

Pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep dasar tersebut akan 

membantu dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pelayanan 

publik secara lebih efektif. 

 

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik 

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan segala bentuk aktivitas 

yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi yang diberi 

kewenangan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dalam perspektif 

administrasi publik, pelayanan publik dipandang sebagai manifestasi 

nyata dari hubungan antara negara dan warga negara. Melalui 

pelayanan publik, pemerintah menunjukkan kapasitasnya dalam 

memenuhi hak-hak masyarakat sekaligus menjalankan kewajiban 

konstitusionalnya. Manajemen pelayanan publik dapat dipahami 

sebagai serangkaian proses yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan 

yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pelayanan 

secara efektif dan efisien. Manajemen pelayanan publik tidak hanya 

berkaitan dengan pengaturan prosedur administrasi, tetapi juga 

menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, keuangan, 

sarana prasarana, serta hubungan antara penyelenggara pelayanan 

dengan masyarakat sebagai pengguna layanan (Gro nroos, 2019). 

Berbagai ahli internasional telah memberikan definisi dan perspektif 

yang memperkaya pemahaman mengenai manajemen pelayanan 

publik. Menurut Denhardt and Denhardt, (2015), pelayanan publik 

merupakan aktivitas yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan 

warga negara melalui proses pelayanan yang demokratis, partisipatif, 

dan berlandaskan nilai-nilai publik. Dalam perspektif New Public 

Service, pemerintah tidak semata-mata bertugas mengendalikan 

masyarakat (steering), melainkan melayani masyarakat (serving), 



Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik 

 

14 Mochamad Heru Riza Chakim 

Daftar Pustaka 

Bovaird, T., & Loeffler, E. (2012). From Engagement To Co-Production: 

The Contribution of Users And Communities To Outcomes And 

Public Value. Voluntas. https://doi.org/10.1007/s11266-012-

9309-6. 

Bovens, M. (2007). Analysing And Assessing Accountability: A 

Conceptual Framework1. European Law Journal. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x. 

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: 

Serving, Not Steering (4th ed.). Routledge. 

Esping-Andersen, G. (2018). Social Foundations of Post-Industrial 

Economies. In Social Stratification: Class, Race, And Gender In 

Sociological Perspective. 

https://doi.org/10.4324/9780429494642-130. 

GovTech Maturity Index. (2022). Update: Trends In Public Sector 

Digital Transformation. In GovTech Maturity Index, 2022 Update: 

Trends In Public Sector Digital Transformation. 

https://doi.org/10.1596/38499. 

Grönroos, C. (2019). Reforming Public Services: Does Service Logic 

Have Anything To Offer? Public Management Review. 

https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1529879. 

Hood, C., & Heald, D. (2012). Transparency The Key To Better 

Governance? In Transparency The Key To Better Governance? 

https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.001.0001. 

Iacuzzi, S., Massaro, M., & Garlatti, A. (2020). Value Creation Through 

Collective Intelligence: Managing Intellectual Capital. Electronic 

Journal of Knowledge Management, 18(1), 68–79. 

https://doi.org/10.34190/EJKM.18.01.005. 

Mo, H., & Beh, L. S. (2025). Impact of Citizen Participation Through E-

Government Platforms on Satisfaction And Trust. International 

Journal of Electronic Governance. 

https://doi.org/10.1504/IJEG.2025.145738. 

Moore, M. H. (2013). Recognizing Public Value. In Recognizing Public 

https://doi.org/10.4324/9780429494642-130
https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.001.0001


Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik 
 

 

15 Mochamad Heru Riza Chakim 

Value. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674067820. 

OECD. (2023). Government at a Glance 2023. OECD Publishing. 

Osborne, S. P. (2020). Public Service Logic: Creating Value for Public 

Service Users, Citizens, And Society Through Public Service 

Delivery. In Public Service Logic. 

Osborne, S. P., Powell, M., Cui, T., & Strokosch, K. (2022). Value 

Creation In The Public Service Ecosystem: An Integrative 

Framework. Public Administration Review. 

https://doi.org/10.1111/puar.13474. 

Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory For Public 

Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant 

Approach. American Review of Public Administration. 

https://doi.org/10.1177/0275074012466935. 

Perry, J. L., & Rainey, H. G. (1988). The Public-Private Distinction In 

Organization Theory: A Critique And Research Strategy. Academy of 

Management Review. https://doi.org/10.5465/amr.1988.4306858. 

Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). Public 

Administration: Understanding Management, Politics, And Law In 

The Public Sector. 

Saleh, N. M., & Hassan, M. S. (2013). Intellectual Capital Indicators 

Influencing Investment Decision. International Journal of Learning 

And Intellectual Capital, 10(2), 183–211. 

https://doi.org/10.1504/IJLIC.2013.052952. 

Stiglitz, J. E. (2000). Economics of The Public Sector. W.W. Norton. 

United Nations. (2024). E-Government Survey 2024 Accelerating 

Digital Transformation For Sustainable Development With The 

Addendum on Artificial Intelligence. In E-Government Development 

Index (EGDI) Department of Economic And Social Affairs. 

Van der Wal, Z. (2017). The 21st Century Public Manager. 

Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2005). Linking Citizen 

Satisfaction With E-Government And Trust In Government. In 

Journal of Public Administration Research And Theory. 

https://doi.org/10.1093/jopart/mui021. 



Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik 

 

16 Mochamad Heru Riza Chakim 

Zhang, J., Li, H., & Yang, K. (2022). A Meta-Analysis of The Government 

Performance Trust Link: Taking Cultural And Methodological 

Factors Into Account. Public Administration Review. 

https://doi.org/10.1111/puar.13439. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1111/puar.13439


Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik 
 

 

17 Mochamad Heru Riza Chakim 

PROFIL PENULIS  

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, 
M.M.  
Ketertarikan penulis terhadap Manajemen 
Pelayanan Publik: Konsep, Kebijakan, dan 
Inovasi diawali dari pemahaman bahwa 
Pelayanan publik merupakan salah satu 
aspek paling penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan modern. 
Keberadaan pemerintah pada hakikatnya 
tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

melalui berbagai bentuk layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan 
berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks negara 
demokratis, pelayanan publik tidak hanya menjadi sarana pemenuhan 
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang harus 

diselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang baik. 

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi indikator 

penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Masyarakat 

menuntut pelayanan yang memenuhi prinsip kesederhanaan, 

kejelasan, ketepatan waktu, kemudahan akses, serta tanggung jawab 

dalam setiap proses pelayanan yang diberikan oleh lembaga publik. 

Oleh karena itu, urgensi penerapan tata kelola pemerintahan yang 

baik menjadi krusial untuk menjamin bahwa birokrasi mampu 

menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi 

seluruh lapisan masyarakat.  

Dalam perkembangan administrasi publik modern, konsep good 

governance menjadi paradigma penting dalam mendorong reformasi 

birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Good governance 

muncul pada tahun 1990-an sebagai konsep yang mengakui 

pentingnya tata kelola di luar intervensi pertumbuhan atau teknis 

semata. Evolusi paradigma ini menandai pergeseran dari sekadar 

pendekatan rule-governed menuju model pemerintahan yang lebih 

kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Engkus et 

al., 2021). Konsep good governance menekankan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan harus dekat dengan masyarakat dan 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini 

menunjukkan perubahan paradigma dari pemerintahan yang bersifat 

kaku menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan masyarakat (Engkus et al., 2021). Dalam 

konteks pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip good governance 

menjadi instrumen strategis untuk menciptakan layanan yang 

berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah 

dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, 

perkembangan teknologi digital juga mendorong transformasi 

pelayanan publik melalui konsep digital governance dan electronic 

government yang bertujuan memperluas akses serta meningkatkan 

kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 
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Namun, implementasi good governance dalam pelayanan publik 

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya birokrasi yang 

belum sepenuhnya berubah, keterbatasan sumber daya manusia 

aparatur, serta kesenjangan digital, dan lemahnya mekanisme 

pengawasan publik (Aulia et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan 

pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip good 

governance dan strategi penerapannya dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Bab ini membahas empat aspek utama, yaitu: (1) 

konsep dan paradigma good governance dalam pelayanan publik, (2) 

prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

layanan publik, (3) partisipasi masyarakat dan responsivitas 

pemerintah dalam pelayanan publik, serta (4) inovasi dan digitalisasi 

pelayanan publik sebagai strategi penguatan good governance. 

 

Konsep dan Paradigma Good Governance Dalam Pelayanan 

Publik 
Paradigma ini merepresentasikan pergeseran dari birokrasi 

tradisional yang kaku menuju tata pemerintahan yang lebih 

kolaboratif, di mana interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat menjadi kunci efektivitas pelayanan. Sinergi ini 

memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih stabil dan 

responsif dengan kolaborasi aktif di antara berbagai pemangku 

kepentingan (Rahimallah & Ricky, 2023). Dalam pelayanan publik, 

penerapan nilai-nilai good governance seperti efisiensi, akuntabilitas, 

dan transparansi dapat diwujudkan secara lebih nyata ke dalam 

praktik operasional pemerintahan dibandingkan melalui aspek 

lainnya. Sebagai instrumen transparansi, mekanisme keterbukaan 

informasi berbasis platform digital memungkinkan akses masyarakat 

yang lebih luas terhadap data pelayanan, yang mendukung upaya 

pencegahan praktik koruptif. Selain itu, instansi pemerintah 

mengimplementasikan sistem pertanggungjawaban kinerja, dengan 

mempublikasikan capaian output dan outcome layanan guna 

memastikan akuntabilitas kepada masyarakat (Priyambodo et al., 

2023). Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan 

yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan 

prinsip efektivitas, efisiensi, keterbukaan, tanggung jawab, dan 

keterlibatan masyarakat (Rauf & Andriyani, 2023).  
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik 

menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (good governance). Di era globalisasi dan perkembangan 

teknologi informasi yang sangat pesat, masyarakat semakin menuntut 

pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi 

pada kepuasan pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan 

berbagai upaya pembaruan dan perbaikan melalui inovasi pelayanan 

publik. Inovasi pelayanan publik adalah proses menciptakan, 

mengembangkan, dan menerapkan ide, metode, sistem, atau teknologi 

baru yang memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan layanan 

kepada masyarakat.  

Inovasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi 

digital, tetapi juga mencakup perbaikan prosedur, tata kelola, sumber 

daya manusia, serta model pelayanan yang lebih efektif dan efisien. 

Menurut Everett M. Rogers (2003), inovasi adalah "an idea, practice, or 

object that is perceived as new by an individual or other unit of 

adoption." Definisi tersebut menegaskan bahwa inovasi merupakan 

gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru dan mampu 

memberikan manfaat bagi penggunanya. Dalam konteks sektor publik, 

Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert (2017) menjelaskan bahwa 

inovasi pelayanan publik merupakan upaya organisasi pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui perubahan yang 

menghasilkan nilai publik (public value) yang lebih besar bagi 

masyarakat. Sementara itu, David Osborne dan Ted Gaebler (1992) 

menekankan bahwa pemerintah harus bertransformasi dari birokrasi 

yang hanya menjalankan aturan menjadi organisasi yang berorientasi 

pada hasil, kebutuhan masyarakat, dan perbaikan berkelanjutan. 

Pendekatan ini menjadi dasar penting bagi lahirnya berbagai inovasi 

pelayanan publik di berbagai negara. Di Indonesia, pentingnya inovasi 

pelayanan publik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik serta berbagai kebijakan pemerintah 

yang mendorong instansi pusat dan daerah untuk menciptakan 

terobosan pelayanan yang lebih efektif.  
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Kehadiran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

pelayanan terpadu satu pintu, aplikasi layanan digital, dan berbagai 

program reformasi birokrasi merupakan bentuk nyata implementasi 

inovasi pelayanan publik. Dengan demikian, inovasi pelayanan publik 

menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam mewujudkan 

pelayanan yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah, serta mendukung terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai 

konsep, prinsip, faktor pendukung, serta implementasi inovasi 

pelayanan publik sangat penting bagi aparatur pemerintah dan 

seluruh pemangku kepentingan. 

 

Pengertian dan Prinsip Inovasi Pelayanan Publik 

1. Pengertian Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi pelayanan publik merupakan suatu upaya pembaruan yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan ide, metode, 

proses, teknologi, maupun sistem kerja yang baru atau 

penyempurnaan dari yang sudah ada guna meningkatkan kualitas 

pelayanan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepuasan 

masyarakat. Menurut Everett M. Rogers (2003), inovasi adalah: "an 

innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by 

an individual or other unit of adoption." Artinya, inovasi merupakan 

gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau 

kelompok yang mengadopsinya. Dalam konteks sektor publik, 

Mulgan dan David Albury (2003) mendefinisikan inovasi pelayanan 

publik sebagai: "successful innovation is the creation and 

implementation of new processes, products, services, and methods of 

delivery which result in significant improvements in outcomes, 

efficiency, effectiveness, or quality." Definisi tersebut menegaskan 

bahwa inovasi pelayanan publik merupakan penciptaan dan 

penerapan proses, produk, layanan, serta metode baru yang 

mampu meningkatkan kualitas dan hasil pelayanan secara 

signifikan. Menurut Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert 

(2017), inovasi sektor publik adalah: "the introduction of new ideas, 

processes, products or services in public organizations intended to 
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Mengapa Kepuasan Masyarakat Menjadi Game Changer 

Pelayanan Publik? 
Pelayanan publik saat ini berada pada titik transformasi yang sangat 

dinamis. Perkembangan teknologi digital, media sosial, kecerdasan 

buatan, dan meningkatnya literasi masyarakat telah mengubah cara 

warga berinteraksi dengan pemerintah. Jika sebelumnya masyarakat 

hanya berperan sebagai penerima layanan, kini mereka juga menjadi 

evaluator yang aktif memberikan penilaian, kritik, dan rekomendasi 

secara terbuka. Dalam lingkungan yang semakin terkoneksi, kepuasan 

masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sekadar indikator 

administratif, melainkan sebagai aset strategis yang mempengaruhi 

kepercayaan publik dan reputasi institusi pemerintah (Osborne et al., 

2012). Perubahan tersebut semakin terlihat pada Generasi Z yang 

tumbuh dalam ekosistem digital. Generasi ini terbiasa memperoleh 

layanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif. Akibatnya, 

standar pelayanan publik tidak lagi dibandingkan dengan prosedur 

birokrasi tradisional, tetapi dengan pengalaman yang mereka peroleh 

dari berbagai platform digital yang digunakan setiap hari (Ashari, 

Waskita, Bakti, et al., 2026). Kondisi ini mendorong organisasi publik 

untuk menghadirkan layanan yang lebih adaptif, berorientasi pada 

pengguna, dan mampu menciptakan pengalaman yang positif bagi 

masyarakat. Bagi Generasi Z, pelayanan terbaik bukan sekadar yang 

selesai, tetapi yang terasa mudah, cepat, dan bermakna. 

Gambar 4.1: Kepuasan Masyarakat Sebagai Game-Changer 

Pelayanan Publik 

Sumber: Diolah Penulis. 
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Dalam perspektif manajemen publik modern, kepuasan 

masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai 

efektivitas layanan sekaligus keberhasilan organisasi dalam 

menciptakan public value. Menurut Moore (1995), organisasi publik 

dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan nilai yang benar-

benar dirasakan oleh masyarakat (Symes, 1999). Oleh karena itu, 

tingkat kepuasan tidak hanya menggambarkan kualitas layanan, tetapi 

juga menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi 

kebutuhan dan harapan warganya. Penelitian juga menunjukkan 

bahwa kepuasan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan 

meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Van de Walle 

& Bouckaert, 2003). Seiring perkembangan ilmu manajemen layanan, 

fokus pengukuran juga mengalami pergeseran dari citizen satisfaction 

menuju citizen experience. Jika kepuasan lebih menekankan pada hasil 

akhir layanan, maka citizen experience melihat keseluruhan 

pengalaman masyarakat selama berinteraksi dengan institusi publik, 

mulai dari akses informasi, proses pelayanan, hingga tindak lanjut 

setelah layanan diterima (Wirtz et al., 2019). Pergeseran ini 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya peduli pada hasil, tetapi 

juga pada bagaimana mereka diperlakukan selama proses pelayanan 

berlangsung. Pada saat yang sama, konsep smart government dan 

society 5.0 semakin memperkuat pentingnya pengukuran kepuasan 

masyarakat. Pemerintah modern dituntut untuk memanfaatkan 

teknologi, data, dan inovasi dalam menciptakan layanan yang lebih 

personal, responsif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, data 

kepuasan masyarakat menjadi sumber informasi yang sangat 

berharga untuk memahami kebutuhan warga, mengidentifikasi 

kelemahan layanan, dan merancang inovasi yang lebih tepat sasaran 

(Voorberg et al., 2014).  

Dengan kata lain, kepuasan masyarakat berfungsi sebagai kompas 

yang membantu organisasi publik bergerak menuju pelayanan yang 

unggul (service excellence). Pembahasan selanjutnya menguraikan 

konsep dasar kepuasan masyarakat, perkembangan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM), metode pengukuran, integrasi service excellence, 

pemanfaatan teknologi digital, berbagai inovasi dalam pengelolaan 

kepuasan publik, serta tantangan dan peluang pengembangan 
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Pendahuluan 
1. Konsep Pelayanan (Service) dan Karakteristiknya 

Pelayanan, dalam kajian pemasaran jasa, dipahami sebagai 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang terjadi dalam interaksi 

langsung antara penyedia dan penerima layanan, dengan tujuan 

memberikan kepuasan kepada pihak yang dilayani (Barata, 2003). 

Berbeda dengan barang fisik, jasa memiliki empat karakteristik 

utama yang dikemukakan Nasution (2015): tidak berwujud 

(intangibility), tidak terpisahkan dari sumbernya (inseparability), 

bervariasi (variability), dan mudah lenyap/tidak dapat disimpan 

(perishability). Karakteristik intangibility menjelaskan bahwa jasa 

tidak dapat dilihat, diraba, atau dirasakan sebelum dibeli; 

inseparability menunjukkan bahwa proses produksi dan konsumsi 

jasa terjadi secara bersamaan sehingga kehadiran penyedia jasa 

menjadi krusial; variability menandakan bahwa kualitas jasa sangat 

bergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diberikan; 

sedangkan perishability menegaskan bahwa kapasitas jasa yang 

tidak terpakai akan hilang begitu saja dan tidak dapat disimpan 

untuk digunakan di kemudian waktu. Karakteristik-karakteristik 

inilah yang menjadikan unsur manusia bukan mesin atau sistem 

semata sebagai variabel penentu utama kualitas jasa, karena 

variability pada dasarnya bersumber dari faktor manusia yang 

terlibat dalam proses penyampaian layanan. 

 

2. Keterkaitan MSDM Dengan Kualitas Pelayanan 

Keterkaitan antara praktik MSDM dan kualitas pelayanan (service 

quality) telah menjadi tema riset yang berkembang pesat secara 

internasional. Tinjauan sistematis dan analisis bibliometrik oleh 

Kaushal, Kaurav, Jha, Ghalawat, dan Kaswan (2025) menemukan 

bahwa praktik-praktik MSDM merupakan pendorong utama 

(central drivers) dalam menjaga kualitas layanan pada organisasi. 

Studi tersebut secara spesifik mengidentifikasi kerja tim 

(teamwork), pemberdayaan (empowerment), rekrutmen, seleksi, 

pelatihan, dan sistem penghargaan sebagai praktik kunci yang 

meningkatkan kualitas layanan, sekaligus mengusulkan kerangka 

Human Resource Practices and Service Quality (HRPSQ) sebagai 

model integratif keduanya. 



Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan 

 

82 Meutia Dewi 

Temuan ini konsisten dengan kajian pada konteks industri jasa 

di Indonesia. Riset mengenai hubungan kepuasan karyawan, 

kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pada 

perusahaan penyedia jasa (Digilib UNS) menunjukkan bahwa 

karyawan yang merasa puas cenderung memberikan kualitas 

pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan, yang pada 

gilirannya turut menumbuhkan loyalitas dan minat pembelian 

ulang. Dengan demikian, MSDM tidak dapat dipisahkan dari upaya 

peningkatan kualitas pelayanan, karena kebijakan pengelolaan 

SDM mulai dari rekrutmen hingga kesejahteraan karyawan 

berdampak langsung pada perilaku layanan yang dirasakan 

pelanggan. 

 

Pentingnya SDM Sebagai Ujung Tombak Organisasi 

Jasa/Pelayanan 
Ulrich (1997) menjelaskan bahwa untuk membangun organisasi yang 

kompetitif dibutuhkan SDM yang mampu menjalankan empat peran 

ganda: sebagai strategic partner, administrative expert, employee 

champion, dan change agent. Peran-peran ini menegaskan bahwa 

fungsi SDM tidak lagi terbatas pada aktivitas operasional harian, tetapi 

juga mencakup dimensi jangka panjang yang bersifat strategis. Dalam 

organisasi berbasis jasa, karyawan lini depan (frontline employees) 

adalah representasi organisasi yang paling sering berinteraksi 

langsung dengan pelanggan. Sebagaimana dijelaskan pada 

karakteristik inseparability di atas, jasa tidak dapat dipisahkan dari 

orang yang menyampaikannya sehingga kompetensi, sikap, dan 

perilaku SDM secara langsung membentuk persepsi pelanggan 

terhadap kualitas organisasi secara keseluruhan. Hal inilah yang 

mendasari pernyataan bahwa SDM merupakan ujung tombak (the real 

product) dari organisasi jasa/pelayanan, bukan sekadar pelaksana 

operasional di belakang layar. 

 

Konsep Dasar Pelayanan 
1. Pengertian Pelayanan Prima (Service Excellence) 

Pelayanan prima atau service excellence dimaknai sebagai 

pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik 

pelanggan internal maupun eksternal, berdasarkan standar dan 
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Pendahuluan 

Setiap instansi memiliki peraturan guna mengatur terkait dengan 

sistem, mekanisme dan prosedur tata kerja organisasi sebagai 

pedoman bagi semua pelaksana, pimpinan, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan.  Aturan dalam instansi berfungsi sebagai pedoman 

operasional untuk menciptakan keseragaman langkah, memastikan 

hak dan kewajiban dipenuhi, serta mencegah konflik. Aturan menjaga 

ketertiban sehingga kinerja lebih efisien dan visi misi instansi dapat 

tercapai dengan lebih efektif. Dalam sebuah instansi, aturan-aturan 

dibuat dalam bentuk yang lebih formal, yaitu Standar Operasional 

Prosedur (SOP), yang menjadi salah satu acuan pokok langkah-

langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja dalam 

instansi. SOP diartikan sebagai pedoman bagaimana para pegawai 

dapat melaksanakan pekerjaannya. Setiap posisi memiliki SOP yang 

berbeda dengan posisi yang lainnya. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) berupa rangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan 

mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, 

bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa 

dilakukan. Seiring  peningkatan kualitas pelayanan publik, semakin 

menyadari kebutuhan akan sistem operasional yang kuat untuk 

mendorong efisiensi operasional. SOP Pelayanan Publik adalah 

standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan 

pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SOP 

menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menjalankan tugas 

rutin, memastikan konsistensi, kualitas, dan kepatuhan. Dokumen-

dokumen ini memiliki berbagai nama, termasuk dokumen proses, 

buku panduan, atau manual pelatihan. Meskipun formatnya dapat 

bervariasi, SOP bertujuan untuk memastikan hasil yang konsisten dan 

berkualitas tinggi terlepas dari siapa yang melakukan tugas tersebut.  

Dalam lingkungan yang berisiko tinggi atau diatur, SOP dapat 

mencakup instruksi terperinci untuk memastikan kepatuhan dan 

mengurangi risiko. Dalam lingkungan yang kurang diatur, SOP 

berfungsi sebagai panduan yang fleksibel, memberikan ruang untuk 

inovasi dan perbaikan (Jones, 2022). Kebutuhan akan SOP seringkali 

menjadi jelas ketika pertumbuhan organisasi yang pesat menciptakan 
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hambatan operasional, atau persyaratan peraturan semakin ketat. 

Dalam kondisi krisis, SOP diimplementasikan secara proaktif untuk 

mendorong efisiensi dan agility dari waktu ke waktu untuk 

memastikan kinerja yang konsisten. 

 

Pentingnya SOP 

Organisasi sebaiknya memiliki prosedur untuk menentukan prosedur 

atau proses apa saja yang perlu didokumentasikan. Dokumentasi 

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting karena 

(Padayachee & Munro, 2020): 

1. Membantu organisasi dalam menstrukturkan dan mengatur 

seluruh proses kerja secara sistematis. 

2. Memastikan seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan 

memiliki persepsi yang sama terkait prosedur kerja. 

3. Menyatukan fokus dan arah gerak seluruh pelaksana agar bekerja 

secara seragam, terpadu, dan konsisten. 

4. Menjaga keberlanjutan operasional dan mempermudah transfer 

ilmu antargenerasi pegawai. 

5. Menyediakan instruksi yang jelas untuk menciptakan dan menjaga 

lingkungan kerja yang aman. 

6. Menjadi kerangka acuan investigasi, yakni sebagai dasar evaluasi 

dan analisis jika terjadi kejadian merugikan yang serius. 

7. Mendorong terciptanya tolok ukur (benchmarking) mutu kinerja di 

bidang serupa, sekaligus menjaga keterulangan (reproducibility). 

 

Tujuan SOP 

Secara umum SOP dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Beberapa 

tujuan tersebut, yaitu (Nur’aini, 2021): 

1. Konsistensi 

SOP dibuat agar setiap pelaksana atau pegawai mengetahui standar 

yang telah ditetapkan sehingga mereka mampu menjaga 

konsistensi dan tingkat kinerjanya. 

2. Kejelasan Tugas 

SOP dibuat agar seluruh pelaksana atau pegawai mengetahui peran 

dan fungsinya dengan jelas setiap posisi dalam organisasi. 
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Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana Pelayanan  
Manajemen Sarana dan Prasarana Pelayanan adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam suatu 

organisasi atau institusi untuk mendukung tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan (Mesiono, S, 2018). Sarana dan prasarana merujuk 

pada fasilitas fisik dan peralatan yang diperlukan dalam operasional 

suatu organisasi, seperti gedung, peralatan, jalan, dan teknologi. 

Dalam konteks ini, manajemen sarana dan prasarana bertujuan untuk 

memastikan bahwa segala bentuk fasilitas dan peralatan yang ada 

dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan efektif.  

Sarana merupakan segala bentuk peralatan, perangkat, atau 

fasilitas yang digunakan untuk mendukung atau mempermudah 

pelaksanaan kegiatan atau proses dalam suatu organisasi, institusi, 

atau aktivitas tertentu. Sarana sering kali berfungsi sebagai alat yang 

memungkinkan proses operasional berjalan lebih efektif dan efisien.  

Secara umum, sarana merujuk pada benda atau peralatan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu aktivitas, baik 

itu dalam skala kecil seperti peralatan kantor, maupun dalam skala 

besar seperti fasilitas industri atau teknologi. Sarana memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kelancaran operasional suatu 

organisasi. Pengelolaan sarana yang baik dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang 

produktif, serta mendukung keberlanjutan operasional dalam jangka 

panjang. Sebagai elemen utama dalam manajemen fasilitas, sarana 

harus dikelola dengan hati-hati agar dapat berfungsi dengan optimal 

dan mendukung tujuan organisasi. Prasarana adalah segala bentuk 

infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung kelancaran 

suatu kegiatan atau operasional dalam sebuah organisasi, komunitas, 

atau Negara. Prasarana mencakup fasilitas permanen yang 

mendukung aktivitas seperti gedung, jalan, jembatan, saluran air, 

sistem kelistrikan, telekomunikasi, serta fasilitas publik lainnya.  

Dalam konteks organisasi, prasarana mendukung sarana dalam 

mencapai tujuan operasional. Pengelolaan dan pembangunan 

prasarana yang baik akan mendukung efisiensi dan keberlanjutan di 

berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, 

dan komunikasi. Prasarana merupakan suatu faktor potensial yang 
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sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan 

perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses 

dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. 

Pengelolaan dan pembangunan prasarana yang baik akan mendukung 

efisiensi dan keberlanjutan di berbagai sektor seperti ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi (Anwar & Dedy, 

2018). 

 

Perbedaan Antara Sarana dan Prasarana  
1. Sarana merujuk pada alat atau perangkat yang digunakan untuk 

melaksanakan aktivitas atau kegiatan operasional secara langsung 

dan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memadai bagi 

aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Contohnya termasuk 

komputer, kendaraan, alat komunikasi, dan perangkat lainnya.  

2. Prasarana memegang peranan yang sangat vital dalam 

pembangunan suatu daerah atau negara (Bafadal, 2003; Mulyasa, 

2012). Prasarana, di sisi lain, mencakup fasilitas fisik yang 

mendukung sarana, namun bukan merupakan alat langsung yang 

digunakan dalam proses operasional. Contohnya adalah gedung 

tempat aktivitas berlangsung, jalan yang dilalui kendaraan, atau 

saluran air untuk mendukung kegiatan lainnya. Prasarana lebih 

berfokus pada elemen-elemen fisik atau infrastruktur yang 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan penggunaan sarana 

tersebut. Sebagai contoh, untuk menggunakan kendaraan (sarana), 

diperlukan prasarana berupa jalan raya atau fasilitas parkir. 

 
Gambar 7.1: Perbedaan Sarana dan Prasarana 

Sumber: Diolah Penulis. 
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Konsep Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Publik 

1. Definisi dan Karakteristik Pelayanan Publik 

Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 

ayat 1). Definisi ini menempatkan pelayanan publik sebagai 

kewajiban negara, bukan sekadar aktivitas administratif biasa. 

Negara wajib hadir dan memenuhi kebutuhan dasar warganya 

melalui penyelenggaraan pelayanan yang layak. Dwiyanto (2008) 

menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih 

menghadapi persoalan struktural, termasuk birokrasi yang berbelit 

dan orientasi pelayanan yang belum sepenuhnya berpihak pada 

masyarakat. Persoalan ini muncul karena pelayanan publik 

memiliki karakteristik berbeda dari layanan sektor swasta. Tiga 

karakteristik utama pelayanan publik dapat diuraikan berikut: 

a. Bersifat wajib dan tidak dapat ditolak. Penyelenggara negara 

wajib menyediakan pelayanan dasar kepada warga tanpa 

memandang kemampuan bayar atau latar belakang penerima 

layanan. 

b. Berorientasi pada kepentingan umum. Tujuan akhir pelayanan 

publik bukan keuntungan finansial, melainkan pemenuhan hak 

dan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. 

c. Terikat pada aturan hukum yang mengikat. Setiap tahap 

penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari persyaratan 

hingga biaya, harus tunduk pada regulasi yang berlaku dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiga 

karakteristik ini menjelaskan mengapa pelayanan publik 

memerlukan kebijakan dan regulasi yang jelas. Tanpa kerangka 

aturan yang tegas, penyelenggara pelayanan cenderung 

bertindak sewenang-wenang atau tidak konsisten dalam 

melayani masyarakat. 
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2. Kebijakan Publik Sebagai Instrumen Pengaturan Pelayanan 

Dunn (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian 

pilihan tindakan atau tindakan tidak melakukan sesuatu yang 

diambil oleh badan pemerintah untuk menyelesaikan masalah 

publik tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik 

selalu berangkat dari adanya masalah nyata yang dirasakan 

masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, kebijakan berfungsi 

sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan tindakan 

pemerintah. Kebijakan menentukan arah, prioritas, dan cara 

pemerintah menyelenggarakan pelayanan.  

Regulasi kemudian menjadi bentuk hukum dari kebijakan 

tersebut. Regulasi mengikat semua pihak yang terlibat, baik 

penyelenggara maupun penerima layanan. Hubungan antara 

kebijakan dan regulasi bersifat berjenjang. Kebijakan lahir lebih 

dahulu sebagai arah strategis, kemudian dituangkan ke dalam 

bentuk regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

atau peraturan menteri. Tanpa regulasi, kebijakan hanya menjadi 

wacana tanpa daya ikat hukum. Sebaliknya, regulasi yang dibuat 

tanpa dasar kebijakan yang jelas berisiko tidak menjawab 

kebutuhan masyarakat secara tepat. 

 

3. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Dalam Pengaturan 

Pelayanan 

Cara pandang pemerintah terhadap pelayanan publik terus 

berubah seiring waktu. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana 

kebijakan dan regulasi pelayanan publik dirancang. Paradigma 

administrasi publik klasik menempatkan birokrasi sebagai 

pelaksana aturan secara kaku dan hierarkis. Pendekatan ini 

menekankan kepatuhan prosedur, tetapi sering mengabaikan 

kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Osborne dan 

Gaebler (1992) memperkenalkan gagasan pemerintahan 

wirausaha melalui konsep reinventing government. Mereka 

berpendapat bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai 

pengarah (steering), bukan pendayung (rowing), serta menerapkan 

mekanisme pasar dan orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan 

pelayanan. Pendekatan ini dikenal sebagai New Public Management 
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Pendahuluan 
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin 

terpenuhinya hak-hak warga negara (Osborne, 2020). Dalam negara 

yang demokratis, pelayanan publik tidak hanya dipandang sebagai 

aktivitas administratif yang berorientasi pada penyediaan layanan, 

tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, 

pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat (Saggaf, 

Said and Saggaf, 2018; Ridwan and Sudrajat, 2020). Oleh karena itu, 

pelayanan publik harus mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, 

gender, usia, agama, suku, kondisi fisik, maupun lokasi geografis 

(Uzochukwu et al., 2021).  

Konsep pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan semakin 

memperoleh perhatian seiring dengan meningkatnya tuntutan 

masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah (Nugraha and 

Orbawati, 2025). Inklusivitas menekankan pentingnya keterlibatan 

seluruh kelompok masyarakat dalam memperoleh akses yang sama 

terhadap pelayanan, sementara keadilan menuntut adanya perlakuan 

yang proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat (Azzahra 

et al., 2022; Priambodo and Triadi, 2025). Kedua konsep tersebut 

menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

modern yang berorientasi pada warga negara (citizen-centered 

services). Di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih ditemukan 

kesenjangan akses layanan antara masyarakat perkotaan dan 

pedesaan, kelompok kaya dan miskin, serta antara masyarakat umum 

dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, 

perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat (Sholichah et al., 2025). 

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas 

pelayanan publik pada saat ini tidak hanya diukur dari kecepatan atau 

efisiensi layanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan negara 

dalam memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh manfaat 

yang sama dari pelayanan yang diberikan (Ramadhani et al., 2024). 

Perubahan lingkungan strategis global juga mendorong pemerintah 

untuk memperkuat kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada 

pemenuhan hak warga negara (Saggaf, Said and Saggaf, 2018). 

Tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan akses 
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semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran masyarakat 

terhadap hak-hak sipil dan sosial (Yondra, 2025). Oleh karena itu, 

pelayanan publik harus terus beradaptasi dengan dinamika 

kebutuhan masyarakat agar mampu mendukung pembangunan yang 

inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

Konsep Pelayanan Publik yang Inklusif 

Pelayanan publik yang inklusif adalah pelayanan yang dirancang untuk 

memastikan seluruh warga negara dapat mengakses dan memperoleh 

manfaat layanan tanpa mengalami hambatan fisik, sosial, ekonomi, 

budaya, maupun administratif (Burlacu et al., 2023; Licsandru et al., 

2025). Inklusivitas mengandung makna bahwa tidak ada seorang pun 

yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan dan 

pelayanan pemerintahan (Karr et al., 2016; Niewohner, Pierson and 

Meyers, 2020). Konsep ini berangkat dari pengakuan bahwa 

masyarakat memiliki karakteristik yang beragam. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu memahami kebutuhan spesifik setiap kelompok 

masyarakat agar layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh 

warga secara efektif (Solehudin, 2024). Pelayanan yang sama belum 

tentu menghasilkan manfaat yang sama apabila kondisi penerima 

layanan berbeda-beda. 

Gambar 9.1: Pelayanan Publik Optimal (Kegiatan Mudik 

Gratis bersama ASR Tahun 2026) 

Sumber: Saputra, 2026. 
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Pendahuluan 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang demokratis, transparan, dan 

akuntabel (Rachmat, Sutrisno and Silitonga, 2023; Sari and Afiyah, 

2024). Dalam paradigma administrasi publik modern, masyarakat 

tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima layanan (service 

recipients), tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan 

publik (Musdram and Isa, 2025). Perubahan paradigma ini muncul 

sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, cepat, responsif, dan 

sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan (Suprastiyo, 2026). 

Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat diwujudkan hanya 

melalui kemampuan birokrasi semata (Hayat, 2020). Keterlibatan 

masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa layanan 

yang diberikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan 

pengguna layanan (Irawan et al., 2025). Melalui partisipasi yang aktif, 

masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, saran, maupun 

dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sehingga 

tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga 

negara. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik 

telah memperoleh landasan hukum yang kuat, antara lain melalui 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai 

bentuk pengawasan dan upaya peningkatan kualitas layanan (Dewi et 

al., 2025). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu dipahami 

tidak hanya sebagai hak warga negara, tetapi juga sebagai instrumen 

penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) (Suriadi, 2025). Bab ini membahas konsep partisipasi 

masyarakat dalam pelayanan publik, bentuk-bentuk partisipasi yang 

dapat dilakukan, faktor-faktor yang memengaruhinya, manfaat yang 

dihasilkan, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan 

partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan publik yang 

berkualitas. 
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Konsep dan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pelayanan Publik 

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan individu 

maupun kelompok dalam berbagai proses penyelenggaraan pelayanan 

publik (Prasojo, 2004; Jayanti, 2023). Bentuk keterlibatan tersebut 

mencakup penyampaian aspirasi, pemberian masukan, pengawasan, 

konsultasi, pengambilan keputusan, hingga kolaborasi dalam 

pelaksanaan program. Dalam perspektif administrasi publik, 

partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama good 

governance yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan agar kebijakan dan pelayanan lebih responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat (Natalia, 2022; Matin et al., 2025). 

Partisipasi juga menjadi sarana untuk meningkatkan legitimasi 

kebijakan publik karena masyarakat merasa memiliki peran dalam 

proses pembentukannya (Azmi and Yamani, 2025). 

 
Gambar 10.1: Partisipasi Masyarakat Sangat Penting Dalam 

Mendorong Perbaikan Kualitas Layanan Publik 

Sumber: Subhan, 2024. 

 

Selain memberikan manfaat bagi pemerintah, partisipasi 

masyarakat juga menguntungkan warga itu sendiri. Melalui 

keterlibatan aktif, masyarakat memperoleh kesempatan untuk 
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi 

indikator penting dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan 

modern karena berkaitan langsung dengan kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah (Dwiyanto, 2018). Dalam era globalisasi 

dan perkembangan teknologi digital saat ini, masyarakat semakin 

menuntut pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan bebas dari 

praktik birokrasi yang berbelit-belit.  

Oleh sebab itu, pemerintah dituntut mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Namun dalam 

praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari 

berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

organisasi publik. Risiko tersebut dapat berupa keterlambatan 

pelayanan, kesalahan administrasi, penyalahgunaan wewenang, 

gangguan sistem teknologi informasi, hingga kebocoran data 

masyarakat (Mahmudi, 2015). Risiko-risiko tersebut dapat 

menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi pemerintah apabila tidak ditangani secara tepat dan 

sistematis. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak 

signifikan terhadap sistem pelayanan publik di Indonesia. Digitalisasi 

pelayanan publik melalui sistem online dan aplikasi elektronik 

memang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain 

juga menghadirkan tantangan baru seperti cyber risk, gangguan server, 

serta ancaman keamanan data masyarakat (Osborne & Gaebler, 1992). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik modern 

memerlukan sistem pengelolaan risiko yang baik agar pelayanan tetap 

berjalan optimal dan berkelanjutan. Manajemen risiko merupakan 

suatu pendekatan sistematis yang digunakan organisasi dalam 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi (ISO 

31000:2018). Dalam konteks pelayanan publik, penerapan 

manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir potensi kegagalan 

pelayanan, meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, serta 

menjaga stabilitas organisasi publik.  
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Melalui penerapan manajemen risiko, instansi pemerintah dapat 

lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan 

strategis. Penerapan manajemen risiko juga menjadi bagian penting 

dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi 

menekankan pentingnya prinsip good governance yang meliputi 

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan pelayanan yang 

berorientasi kepada masyarakat (LAN RI, 2020). Dengan adanya 

manajemen risiko, organisasi publik dapat meningkatkan pengawasan 

internal, memperkuat sistem pengendalian, dan menciptakan budaya 

kerja yang lebih profesional. Selain itu, manajemen risiko membantu 

organisasi publik dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. 

Setiap kebijakan dan program pelayanan publik memiliki potensi 

risiko yang harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan dampak 

negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

membangun budaya sadar risiko di lingkungan birokrasi sehingga 

setiap aparatur memahami pentingnya mitigasi risiko dalam 

menjalankan tugas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa contoh 

risiko yang umum terjadi dalam pelayanan publik: 

 

Tabel 11.1: Contoh Risiko yang Terjadi Dalam Pelayanan 

Publik 

N

o 
Jenis Risiko Dampak 

1 Gangguan sistem pelayanan online 
Pelayanan masyarakat 

terhambat 

2 Kesalahan administrasi 
Dokumen masyarakat tidak 

valid 

3 Kebocoran data masyarakat 
Menurunkan kepercayaan 

publik 

4 Penyalahgunaan wewenang Munculnya praktik korupsi 

5 Keterlambatan pelayanan 
Menurunkan kepuasan 

masyarakat 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa risiko dalam pelayanan 

publik dapat memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat 
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Pendahuluan  

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama 

penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung bersentuhan 

dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kualitas pelayanan 

publik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu 

pemerintahan, karena mencerminkan kemampuan negara dalam 

memenuhi hak-hak dasar warga negara secara adil, cepat, tepat, dan 

berkualitas (Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, 2021). Dalam konteks 

tersebut, pengawasan dan evaluasi memiliki posisi yang sangat 

strategis sebagai instrumen manajemen yang memastikan seluruh 

proses penyelenggaraan pelayanan berjalan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, serta prinsip-

prinsip good governance. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk 

mendeteksi penyimpangan, tetapi juga menjadi mekanisme 

pencegahan (preventif), pengendalian (control), dan perbaikan 

berkelanjutan (continuous improvement) (Setiawan, 2024a). 

Sementara itu, evaluasi berperan dalam mengukur efektivitas, 

efisiensi, relevansi, dan dampak pelayanan sehingga pemerintah 

memperoleh dasar yang objektif dalam merumuskan kebijakan dan 

melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik (Prasetyo, P. T., & 

Kurniati, 2025). Hubungan antara pengawasan dan peningkatan 

kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) sangat erat 

karena pengawasan merupakan instrumen yang menjamin 

terlaksananya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, 

supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilaksanakan 

secara sistematis, baik melalui pengawasan internal maupun 

eksternal, mampu meminimalkan praktik penyalahgunaan wewenang, 

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menurunkan kualitas 

pelayanan publik (Wahyudi, Nurman dan Noorhayati, 2026).  

Di sisi lain, hasil evaluasi menjadi sumber informasi yang penting 

dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based 

policy), sehingga setiap kelemahan pelayanan dapat segera 

diidentifikasi dan diperbaiki. Namun demikian, perkembangan 

pelayanan publik pada era reformasi birokrasi dan transformasi 

digital menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, seperti 

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, 



Pengawasan Dan Evaluasi Pelayanan Publik  

 

233 La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy 

mudah, dan terintegrasi, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia 

aparatur, keamanan dan perlindungan data digital, integrasi sistem 

informasi antarinstansi, serta perlunya adaptasi terhadap inovasi 

teknologi (Mozin, Abdullah dan Sawali, 2025).  

Oleh karena itu, sistem pengawasan dan evaluasi juga harus 

mengalami transformasi agar mampu mengawasi pelayanan publik 

yang semakin berbasis teknologi, adaptif terhadap perubahan, serta 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Urgensi pengawasan dan 

evaluasi semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, 

transparan, efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. Tanpa mekanisme pengawasan dan evaluasi yang 

komprehensif, berbagai program pelayanan berpotensi mengalami 

penyimpangan, pemborosan sumber daya, rendahnya kualitas 

layanan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah 

(Sarinah, S., & Rijal, tanpa tanggal). Dengan demikian, pengawasan dan 

evaluasi perlu ditempatkan sebagai komponen yang tidak terpisahkan 

dari siklus manajemen pelayanan publik untuk mendorong 

terbentuknya budaya organisasi yang berfokus pada peningkatan 

kinerja dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Bab ini bertujuan 

membahas secara komprehensif konsep, prinsip, sistem, mekanisme, 

serta implementasi pengawasan dan evaluasi pelayanan publik, 

termasuk peran berbagai aktor pengawas, indikator evaluasi kinerja 

pelayanan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, 

berbagai tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan sistem 

pengawasan dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang 

berkualitas serta berpusat pada kebutuhan masyarakat. 

 
Gambar 12.1: Pelayanan Publik Terpadu di Mal Pelayanan 

Publik 
Sumber: Kementerian PANRB (2026). 
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Konsep Dasar Pengawasan dan Evaluasi Pelayanan Publik 

1. Konsep Dasar Pengawasan dan Evaluasi 

Konsep dasar pengawasan dan evaluasi merupakan fondasi penting 

dalam manajemen pelayanan publik untuk memastikan seluruh 

program dan kegiatan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan berfokus pada pemantauan pelaksanaan, pencegahan 

penyimpangan, serta tindakan korektif selama proses berlangsung 

(Priono, Putri dan Mappadang, 2025). Sementara itu, evaluasi 

bertujuan menilai tingkat efektivitas, efisiensi, kualitas, dan 

dampak program berdasarkan indikator tertentu. Keduanya saling 

melengkapi dalam mendukung pengambilan keputusan, 

meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki kinerja organisasi, serta 

mendorong peningkatan mutu pelayanan publik secara 

berkelanjutan (Zahroh, Hilmiyati dan Banten, 2024). 

 

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Serta Evaluasi 

Tujuan dan fungsi pengawasan serta evaluasi adalah memastikan 

penyelenggaraan pelayanan publik berlangsung sesuai rencana, 

ketentuan, dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan 

berfungsi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mendeteksi 

penyimpangan, serta mendorong tindakan perbaikan secara cepat 

dan tepat (Aswaruddin, A., Handini, N., Melisa, W., Ardiyani, F., 

Mahrani, B., & Purba, 2024). Sementara itu, evaluasi bertujuan 

mengukur efektivitas, efisiensi, kualitas, serta dampak program 

atau kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi menjadi 

dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja 

organisasi, memperkuat akuntabilitas, mendukung pengambilan 

keputusan, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, 

responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Mardiati et 

al., 2025). 

 

3. Prinsip-Prinsip Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif 

Prinsip-prinsip pengawasan dan evaluasi yang efektif meliputi 

objektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, konsistensi, 

serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (Kazanskaia, 
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